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BUPATI IIALMATIEnA BAnAT,
Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Helmahsls Barat Tahun Anggaran ?AZL, maka berdasarkan ketentuan
Pasa-l 4 ayat {3} dan ayat {4} huruf a peraturan pemerinta}r Nomor 12
Tahun 2aL9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tatrun 2A2A tentang Pedomal Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati selaku Kepala Daerah
melimpahkan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah
kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Bara!

b. bahwa berdasarkan pertimhangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu
menetapkan Keprtusan Bupati tentang pelimpahan pemegang
Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah d.ari Bupati selaku xepata
Daerah kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun
Anggaran 2A25.

Mengingat : 1. Undanyundang Nomor 6O Tahun 1958 tentang penetapan Undang-
undang Nomor 23 Darurat Tahun 195T tentang pembentukan Daerah-
daerah Suratantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I
Maluku menjadi Undanyundang;

2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi
Maluku utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maruku ?enggara Barat,
sebagaimana ?elah Diubah Dengan undang-undang Nomor 6 Tahun
2000;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Halmahera utara, Kabupaten Halmalrera selatan, Kabupaten Kepulauan
Sula, Kabupaten Helmzhsrs Timur dan Kota Tidore Kepulauan di
Provinsi Maluku Utara;

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2AA3 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2OA4 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun zAH tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2A22 tentang Hubungan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8- Undang-undang Nomor 2O Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OOS tentang Dana Perimbangan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2A19 tentang Pengelolapn
Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahurr 2A2O tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

L2. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2O2l tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Haknahera Barat Nomor 6 Tahun 2oL6
tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Halrnahera Barat;

13. Peraturan Daerah Kabupaten HaLnahera Barat Nomor 2 Tahun ZOZZ
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Jalan Pengabdian Desa Jati Porniti. Kec. Jailolo Kode pos 97752
Kabupaten Halmahera Barat - Maluku Utara Telp. (0922) 222lot)7, Fax (O922) 2ZZ1$A! d



14.

16.

-2-

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Keclua Atas
Peraturzur Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Halmahera Barat;
Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor Tahun 2A25
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera
Barat'Iahun Anggaran 2A25;
Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 'Iahun 2025 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Haimahera Barat Tahun Anggaran 2025.

IWETilI'TUSKAN:

Melimpahkan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dari
Bupati Selaku Kepala Daerah kepada Sekretaris Daerah Kabupaten
F{alrnahera Barat Tahun Anggaran '2025.

Pelimpahan sebagairnana riimaksud Diktum Kesatu, Sekretaris Daerah
mempunyai tugas :

a" koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
b" koordinasi dibidang periylrsunan rancallgan APBD, rancangan

perubahan APBD dan rancangan pertanggungjaw.abar: pelaksanaall
APBD;

c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
d,. memberikan persetuiuan pengesahan DPA SKPD;
e. koordinasi pelaksanaar tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan

Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; rlan
f. mernimpin TAPD.

Dalam melaksanakan tugasnya sehagaimana dimaksud Diktum Kedua,
Sekretaris Daerah bertanggungiawab kepada Bupati Halmahera Barat
dan tetap berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Penunjukan rlan Penetapan Pejabat seLragaimana dirnaksud dalarn
Diktum Kesatu, tr:tap berpedoman pacia ketentuan Peraturan Pemerintah
Nomor 1'2 Tahun 2A19 tentang Pengelolaan Keuangan lJaerah dan
Peratrrran Menteri l)aiam Negeri Nomor 77 Tairun '2O'2A tentang Pedoman
'Ieknis Pengeiolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Perunrlang-
undangan lainnya.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
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Jailolo
z Jat

BUPATI

Tembu aary dls amp aik an k ep a;da- Yth :
1. &{enteri Da-lam Negeri di Jakarta,
?. Gulrernur Maluku Utara di Solifi,
3. Bada-n Pemeriksaa-n Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Temate,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaien Halrnahera Barat di Jailolo,
5. (epala BKAD Kab. I{aimahera Barat di JaJloln,
5, Yang trersangkutan untuk diketahui dan seperiunya.
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